BUPATI CILACAP
PROVINST JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 1 ? gTMIUN 20149

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONTFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Menimbang

Mengingal

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.

BLUPAT] CILACAP,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 avat (1) dan
Pasal & ayat [1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam
Pemberian Layanan Tertentu Di Lingkungan Pemerintah
Daerah, menvebutkan bahwa Pemerintah Daerah melakukan
konflirmasi status wajib pajak sebelum memberikan layanan
publik  terteniu  dan mengenal tata cara pelaksanaan
konfirmasi status wajib pajak dan penelitian terhadag
pemenuhan kewajiban Pajak Dacrah oleh Pemerintah Daeraby
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacagp
tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajik
Pajak Daerah;

. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Tengah ({Berita Negara Republik [ndonesia
Tahun 1950 Nomaor 4 2);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846|;

. Undang-Undang Nomor 238 Tahun 2009 tentang Pajak

Dacrah dan Retrnibusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

L.:rlclisJJg-Ul'tdnng Nomor 23 Tahun 2014 Lentane
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepara
Repulalik Indonesiz  Nomor 5387 :-wlauguj:n,-n].. telah
beberapa  kall diwabab  terakhir denpan Undang Uneliarip
Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan  Kedop  Aras
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Repubilik Inrlq'm.:,-_u.u]
Tahun 2015 Nomor S8, Tambahan Lembaran  Negara
Republik Indonesiz Nomor 56749);



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentugn Umum dan Tata Cara  Pemungutan  Pajak
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950}

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajuk Daerah di  Kabupaten Cilacap
iLembaran Dacrah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Nomor 57| sebapaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Dacrah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah di  Kabupaten Cilacap
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nornor
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Momor 167];

9, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Dacrah
Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerih
Kabupaten Cilacap Nomor 134];

10, Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018

tentang Pokolk-Pokok Pengelolaan  Keuangan Daerah

{Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor

8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomo:

159);

i

MEMUTUSKAN ¢

Menciapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

KONFIRMAS] STATUS WAJIB PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

asal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yarg dimaksud dengan:

:T.n.'ll‘dg—'

Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

Bupati adalah Bupat Cilacap.

Pemerintah Daerah  adalah Kepala Daerah sebagal unsur  penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Badan Pendapatan Pengelolaan Kcuangan dan Asel Dacrah, yang sclanjutnya
disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Penpelolaan Keuangan dan Aset

Daecrah Kabupaten Cilacap.



=] O
Po-i

g,

10.

11,

16.
17.

18

" I

20

Ak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya
disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Madal dan Pelavanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Cilacap.

Kecamatan adalah kecamatan diwilayah Kabupaten Cilacap.

Pajak Daerah, yvang selanjutnya disebut pajak Daerah adalah Kontribusi Wayib
Pajak kepada daerah yang terutang olch orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi schesar-hesarnya
kemakmuran ralvat,

Pajak Dacrah adalah, yvang selanjutnya disebut Pajak, adalab kontribusi wajib
kepada Daerah vang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
sccara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi schesar-
besarnya kemakmuran rakvat,

Pajak Bumi dan Banpunan Perdesaan dan Perkotaan adalah i!-‘-lji-lk atas bum
dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribad: atau Badan, kecuali kawasan  vang digunakan untuk kegiatan usaha
perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilavah kabupaten /kota,

Bangunan adalah konstruksi teknik vang ditanam atau dilekatkan secara telap
pada tanah dan/atau perairan pedalaman den/atau laut,

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak

atas tanah dan/atau banpgunan.

. Perolechan Hak atas Tanah dan/atpu Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang menpgakibatkan diperolehnyva hak atas (anah dan/atau
banpunan oleh orang pribadi atau Badan.

.Hak atas Tansh dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak

pengelolaan, beserta banpunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undaneg-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media vang bentuk dan corak

ragamnyva dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan
mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa,
arang, atau badan, yang dapat dilibat, dibaca, didenpar, dirasakan, dan atau
dinikmat oleh umum.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak,
Wajib Pajak adalah orang pribmh'_ atau Badan, mrhp%m pembayar P:rj.JHIFL,
pemotong pajak, dan pemungul pajak, yang mempunyal hak dan kewajiban
perpajakan sesual  dengan ketentuan  peraturan Perundang-undangan
perpajakan dacrah; I
Masa Pajalk adalah jangka 'l.-'-'HkT.II.I. | (satu] bulan Kalender, vang lTll'l‘-Jéjf‘l dlisar
bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan mclnp_ark,a_r_n puj_ﬂk yvang
rutang dan jangka walktu paling lama 1 (satu) tahun bag wapb pajak vang

L€ 4 y
ditetapkan oleh kepala Daerah sesual ketentuan peraturan

pajak lerutangnya

perundang-undangan. |
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 [satu) tahun kalender,

kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yvang tidak sama dengan
tahun kalender. : : _ + Al
Pajak yang lerutang adalah pajak yang harus dlhg}'mr pada suatu seLal, :L—nhiml
Masa -Fajalt dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai
hcngun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah,
Pemunpgutan adalah suatu rangkalan kegiatan mulal dan penghimpunan data
bick d:n subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi
iailg terutang sampai kegiaian penagihan pajak atau retribusi kepada Wajb
Pajak atau Relribusi serta pengawasan penyeioranmyi,



22, Ronfirmasi Status Wajith Pajak Dacrah vang selanjutnva disingkat KSWPD
adalah Kegiatan vang dilakukan oleh Pemerintah Daersh sebelum memberikan
layanan Publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajuk
Bavcrah,

23, Keterangan Status Wajib Pajak Doerah adalah Informasi vang dibenkan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka peloksannan Konfirmasi Status Wajib Pajak
atas layanan Publik tertentu pada Perangkat Daerah,

24. Layanan Publik Tertentu adalah Lavanan vang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat, : .

BAH 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Eﬂ?.kﬂud l:ii[DlFJ]?k.ﬂntl}":l Peraturan Bupati ini merupakan pedoman pelaksanaan
KSWPD Hl:h.u.gﬂl salah sotu persyaratan dalam pengajuan dan/atau permohonan
layanan publik tertentu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannva Peraturan Bupati ini adalah -

. terwujudnya peningkatan kesadaran wajib pajak terutama dalam membayar
PEB - P2 dan BPHTB; :

b terwujudnya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagal salah saty ases
pelavanan publik; dan

C. menmpgkatnye penerimaan pajak daerah.

EAB 11
RUANG LINGKUF

Pasal 4

Funnge hnpkup Peraturan Bupati ini adalah -

d. jenis layanan publik tertentu dan pajak vang dikonfirmasi:
b perangkat dacrah penanggungiawab KSWPD;

. Lata card pelaksanaan KSWPLL

BAB 1V
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU DAN PAJAK YANG DIKONFIRMASI

Pasal 5

Layvanan Publik Tertentu vang diberikan oleh Pemerintah Daerah vang memerlukan
KSWPD adalah sebagai berikut ;

a, lzin Usaha Perdagangan.

b. Izin Usaha Hiburan;

¢. lzin Mendirikan Bangunan;



d, Izin Usaha Restoran;

e. lzin Usaha Hotel;

[. lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohal;
g- lzin Trayek;

h. lzin Usaha Perikanan:

1. lzin Mempekerjakan Tenaga Ketja Asing dan;
i Izn Reldame,

Pasal &

Pajak Dacrah yang menjadi Objek Pajak KSWPD adalah sebagai berikut
&, PBB P2;

b. BPHTB; dan
¢, Pajak Reklame.

BAH
PERANGRAT DAERAH PENANGGUNGJAWAR KSWPD

Pasal 7

(1) Peranpkat Daerah vang bertanggungiawab dalam pelaksanaan KSWPD adalah
Perangkat Daerah vang melakukan pelayanan publik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, vaitu DPMPTSP dan Kecamatan,

[2] DPMPTSP dan Kecamatan dapat berkoordinasi dengan BPPRAD selaku pengelola
*ajak Daerah.

BAH VI
TATA CARA PELARSANAAN KSWFPD

Prasal &

(1) DPMPTSP atau Kecamslan dapat memberikan layanan publik schagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 kepada pemohon, apabild pemohon dapat melengkapi
persyaratan schagai benkur :

&, bukti kepemnilikan NFWFPD;

b. bukt lunas pembavaran PBB — P2 selama | [satu] tehun terakhir;

¢. hukti pembavaran BPHTH dalam hal tenadi pengaliban kepemilikan, dan

1-1. Tkt pcfmhﬁyarﬂn Pajok Reklame dalam hal pemohon memilikn objek pajak
Reklame. ol

(2] Dalam hal pemohon tidak dapat melengkap persyaratan schagnimanas dimaksud
dalam ayai (1], DPMPTSP atau kecamatan  menanapuhkan  layvanan publik
sebagaimana dimaksud dalam Prsal 5. | o

(3] Dulem hal pemohon dapat melenghkam  persyaratan schagaimana dimaksod

; dalam avat (1), DPMPTSP atau Kecamilan dapal momproses ldyvanan publik
Er:h'agan:r:nann dimaksud dalam Pasal 5 sesuni ketentuan poraturan perundang

(4 Ej;'?-;l;fﬂﬂﬂ; dan Kecamatan berkewajiban untuk memberikan laporan secarn

: tertulis atas pelaksanaan KSWPD scbagaimuna dimaksud dalam ayat (1) kepada

Bupati melalui Kepala BRPEAD.



BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 0
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangeal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerntahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan d: Cilacap

pads tanggal oep ?[T|!"

Diundangkan di Cilacap

PR P 2019

SERRETARIS DAERAH
KABUBEATEN CIL

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 MOMOR 7



